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BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 49  TAHUNI2019 

TENTANG 

MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

bahwa dalam upaya pem 
atas pelayanan publik ya 

terpadu, serta untuk me 

Menteri Pendayagunaan / 
Birokrasi Nomor 23 Tahur 
Mal Pelayanan Publik F 

Publik, 

enuhan kebutuhan masyarakat 

hg berkualitas, terintegrasi dan 

laksanakan amanat Peraturan | 

Aparatur Negara dan Reformasi 

| 2017 tentang Penyelenggaraan 

erlu dibentuk Mal Pelayanan 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkal 

Pelayanan Publik, 

n Peraturan Bupati tentang Mal 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan| Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038), 

Undang-Undang Nomor 
Pemerintahan Daerah 

Indonesia Tahun 2014 Ni 

Negara Republik Indone 

telah diubah beberapa 

Undang Nomor 9 Tahun 

Atas Undang-Undang Ne 
Pemerintahan Daerah 

23 Tahun 2014 tentang 

(Lembaran Negara Republik 
bmor 244, Tambahan Lembaran 

sia Nomor 5587) sebagaimana 
kali terakhir dengan Undang- 

2015 tentang Perubahan Kedua 
bmor 23 Tahun 2014 tentang 

(Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2015 N 

Negara Republik Indonesi 

Peraturan Pemerintah 

Pelaksanaan Undang-U 

omor 58, Tambahan Lembaran 

Nomor 5679), 

mor 96 Tahun 2012 tentang | 
ang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Npmor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi 
Peraturan Pemerintah 

Perangkat Daerah (Lemb 

Nomor 5357), 
mor 18 Tahun 2016 tentang, 

aran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara | 
Republik Indonesia Nomo 
Peraturan Presiden Not 

Penyelenggaraan Pelayan: 
Negara Republik Indonesi 

5887), 
mor 97 Tahun 2014 tentang 
in Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
a Tahun 2014 Nomor 221), 

   



Menetapkan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga 

N
P
 

0 
N
A
 

10. 

2017 Nomor 1387), 

Nomor 14, Tambahan 

Wonogiri Nomor 101), 

2014 tentang 

Nomor 7, Tambahan 

Wonogiri Nomor 133), 

MEMUTUSKAN: 

BAB I 

KETENTUAN UMU 

Pasal 1 

Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri. 
Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter 

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanama 

Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Instansi adalah sebutan kolektif meliputi 

kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga 

Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lain 
termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah. 

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya 
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penye 

barang, jasa dan/atau pelayanan administ 

fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupu 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, ti 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau ra 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
perundang-undangan bagi setiap warga negi 
jasa dan/atau pelayanan administratif yan 
Pelayanan Publik. 

Peraturan Menteri Penday 

Reformasi Birokrasi Nomo 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Penanaman 

(Lembaran Daerah Kabu 

Peraturan Daerah Kabupdten Wonogiri Nomor 7 Tahun 
Penyelenggaraan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

h4gunaan Aparatur Negara dan 

23 Tahun 2017 tentang Mal 

Modal di Kabupaten Wonogiri 
paten Wonogiri Tahun 2011 
Lembaran Daerah Kabupaten 

Pelayanan Publik 

lembaran Daerah Kabupaten 

MAL PELAYANAN PUBLIK 

M 
- 

du Satu Pintu yang selanjutnya 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Kepala Dinas Penanaman Modal 

Wonogiri. 
disingkat OPD adalah Organisasi 

bertanggung jawab kepada Kepala 

satuan kerja/satuan organisasi . 

nya, baik pusat maupun daerah, 
Hukum Milik Negara, dan Badan 

disingkat MPP adalah tempat 
lenggaraan pelayanan publik atas 
rasi yang merupakan perluasan 
n daerah, serta pelayanan Badan 
Daerah/Swasta dalam rangka 

erjangkau, aman dan nyaman. 
ingkaian kegiatan dalam rangka 

dengan ketentuan peraturan 
ara atau penduduk atas barang, 
g disediakan oleh penyelenggara    



(2) Untuk percepatan pembentukan MPP di Ka 
Tim Percepatan Pembentukan MPP dan Tim Teknis. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

MPP adalah lembaga non struktural yang 
pelayanan perizinan dan non perizinan di bawah koordinasi DPMPTSP. 

(1) Susunan organisasi MPP terdiri dari: 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk MPP Kabupaten Wonogiri yang 

berlokasi di Kompleks Perkantoran Terpadu 
Kabupaten Wonogiri. 

Keputusan Bupati. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

BAB IV 

SUSUNAN ORGA 

Pasal 4 

a. Kepala, 
b. Unit Tata Usaha, 

c. Unit Pelayanan, 
d. Unit Promosi dan Pengolahan Data, 

e. Unit Pengembangan dan Pengendalian, 

(2) Struktur organisasi MPP sebagaimana din 
dalam Lampiran yang merupakan bagian 

Bupati ini. 

BAB V 
TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala MPI 
Pasal 5 

Kepala MPP secara ex oficio dijabat oleh Ke 
merumuskan kebijakan dan mengkoordinad 
Pelayanan Publik pada MPP. 

Bagian Kedi 
Sub Unit Tata | 

Pasal 6 

Kepala Unit Tata Usaha secara ex oficio 
mempunyai tugas: 
a. melaksanakan urusan administrasi, dan surat menyurat, 

inan dan kelengkapan peralatan, 
In jamuan tamu, dan 

b. melaksanakan urusan kebersihan, keamz 

c. melaksanakan fasilitasi kegiatan rapat da 

dijabat oleh Sekretaris DPMPTSP 

Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, 

bupaten Wonogiri perlu dibentuk 

(2) diatur lebih lanjut dengan 

mempunyai tugas memberikan 

NISASI 

haksud pada ayat (1) tercantum 
tidak terpisahkan dari Peraturan 

u 

pala DPMPTSP mempunyai tugas 
sikan kegiatan penyelenggarakan 

1a 

Jsaha    



Bagian Ke 

Sub Unit Pelayanan 

Pasal 7 

Kepala Unit Pelayanan secara ex oficio dijabat Kepala Bidang Pelayanan | 

Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mempunyai tugas: | 
a. melaksanakan pengelolaan pelayanan costjumer service, 

b. melaksanakan monitoring kelancaran pel 
c. melaksanakan rapat koordinasi, 
d. menerima dan memproses pengaduan, d 

e 
tugas dan fugsinya. 

Bagian Keerhpat 
Sub Unit Promosi dan Pengolahan Data 

Pasal 8 

Kepala Unit Promosi dan Pengolahan Data 
Bidang Promosi dan Pengolahan Datai DPMPT mempunyai tugas: 

. melaksanakan kegiatan dokumentasi kegiatan 
. melaksanakan pemutakhiran data dan infp 

o
p
 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Sub Unit Pengembangan |dan Pengendalian 

Pasal 9 

Kepala Unit Pengembangan dan Pengendatja 
Bidang Pengembangan dan Pengendalian m 

A
O
 

c
p
 

.melaksanakan tugas lain yang diberikar 

tugas dan fungsinya. 

BAB V 

TATA KERJA 
Pasal 1D 

(1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Instansi/OPD pengguna MPP. 

(2) Setiap Unit dalam melaksanakar 

bertanggung jawab kepada Kepala MPP. 

| | 
(3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat dibawah 

koordinasinya. 

Pasal 11 

. melaksanakan tugas lain yang diberikan|oleh Kepala MPP sesuai dengan 

melaksanakan monitoring jaringan komputer dan koneksi internet, dan 

.melaksanakan tugas lain yang diberikan| oleh Kepala MPP sesuai dengan 

empunyai tugas: 

. menyusun perencanaan pengembangan kegiatan MPP, 

. melakukan evaluasi dan melakukan inverltarisasi permasalahan, 

melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, dan 

a 

anan pada semua Front Office, 

secara ex oficio dijabat Kepala 

rmasi, 

n secara ex oficio dijabat Kepala 

oleh Kepala MPP sesuai dengan 

tugas berada di bawah dan 

| 

    
(1) Kepala MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan 

tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan| MPP, dengan OPD maupun pihak 
lain.    



(2) Setiap Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 

dan Pasal 9 dalam melaksanakan tugas 

prinsip-prinsip koordinasi, d 

bidang tugas masing-masing. 
integrasi 

(3) Kepala MPP dan Kepala Unit mas 

memberikan bimbingan atau pembina 
melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tug 
masing-masing. 

Pasal 12 

(1) 

(2) 

(3) 

Kepala Instansi/ OPD pengguna MPP me 

Reformasi Birokrasi MPP. 

(4) 
melalui: 
a. 

Pelayanan Publik, 
b. 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM 
penyelenggaran pemerintahan yang 
untuk peningkatan Sistem Akuntabilit 
pengembangan sistem pelayanan berb 
penyusunan capaian kinerja harian ke 

Cc. 

d. 
e. 

(5) Road Map Reformasi Birokrasi MPP sebi 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

BAB VI 

KEPEGAW/ 

Pasal 1: 

(1) Petugas Loket pelayanan (front office) d 
oleh Instansi/OPD pengguna MPP un 

MPP, administrasi kepegawaiannya menj 
masing-masing. 

Instansi/OPD pengguna MPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

Instansi/OPD pengguna MPP berkewajiban melaksanakan Road Map 

Reformasi birokrasi sebagaimana dimal 

peningkatan kualitas Pelayanan Pul 

penyelenggaran Pemerintah yang bet 

dengan ditetapkannya sebagai Zona In 
mewujudkan kualifikasi Wilayah Beba 

tuk memberikan pelayanan pada 

adi tanggung jawab Instansi/OPD 

nya berkewajiban melaksanakan 

an sinkronisasi sesuai dengan 

| 

ng-masing bertanggung jawab, 

jan kepada bawahannya serta 
tas menurut jenjang jabatannya 

aksanakan MoU dengan Bupati. 

sud pada ayat (1) dilaksanakan 

lik melalui Kualifikasi Evaluasi 

'sih dari korupsi dan gratifikasi 
tegritas serta berkomitmen untuk: 
s dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

akuntable dengan berkomitmen 
as Kinerja Instansi Pemerintah, 

asis teknologi informasi, dan 
pada Kepala MPP. | 

xgaimana dimaksud pada ayat (4) 

AIAN 

an back office yang ditempatkan   
(2) Pegawai yang ditempatkan pada MBP selain petugas sebageinsd 

dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung 
jawab DPMPTSP. 

(3) Front office dan back office sebagair! 
memenuhi kualifikasi kompetensi dan in 

(4) Kualifikasi sebagaimana pada ayat 
Keputusan Bupati. 

(5) Apabila Sumber Daya Manusia dari Unsur Pegawai Negeri Sipil tidak 
tersedia, Pemerintah dapat merekrut Pegawai Kontrak. 

hana 

tegritas. | 

(3) 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan 

   



BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

(1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon, internet dan 
biaya lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan MPP 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan |dan Belanja Derah Kabupaten 

Wonogiri. 

(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi 

tanggung jawab masing-masing Instansi/ OPDpengguna MPP. 

BAB IX | 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedomdn teknis yang belum tercantum | 

dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala 
DPMPTSP. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan | 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Wonogiri. | 

| 

Ditetapkan di Wonogiri | 

pada tanggal 4 Nopember 201 | 

.- BUPATI WONOGIRI | 

, pa, ra 

: Io SUTOPO 
  

Diundangkan di Wonogiri 

pada tangggal 4 .iopember 2019 

     
   

MERAH 

MONOGIRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR        



  

Front Office 

Instansi/ OPD 

LAMPIRAN 

TENTANG 

STRUKTUR ORGANISASI MPP 

  

      

HERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 49 TAHUN 2019 

MAL PELAYANAN PUBLIK | 

  

              

              

              

Unit Tata Unit Pelayanan | Unit Unit Promosi 
Usaha Pengembangan dan 

dan Penggolahan 

Pengendalian Data 

WONOGIRIL 
NN 

  

BGPATI, 

  

PN 

  

  

 



REPUBLIK IND 

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPO 

  

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
ONESIA 

SITUS http ://www.mempan.go.id 
N (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 

  

Nomor B/4X / ppcc/2019 
Lampiran : - 
Hal : Dukungan Pembentukan 

Pelayanan Publik Kabupaten Won 

Yth. Bupati Wonogiri 
di 

Tempat 

Sehubungan dengan rencana Pemerintah 

Mal Pelayanan Publik, kami mengapresiasi hal ters' 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mewujudka 

sebelumnya. 

Selanjutnya, menindaklanjuti audiensi yang 

2Agustus 2019 

Mal 
pgiri 

Kabupaten Wonogiri membentuk 

ebut dan mendukung penuh agar 

n apa yang sudah direncanakan 

telah dilakukan pada tanggal 21   
Agustus 2019, kami harap Pemerintah pa Wonogiri dapat menyampaikan 

laporan perkembangan pembentukan Mal Pelayan 

kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan p 

Publik. Dokumen tersebut akan kami gunakan dala 

n Publik, berikut dengan rencana 

roses peresmian Mal Pelayanan 

mm proses evaluasi lebih lanjut. 

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, 

kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 

Menteri PANRB. 

4 BEUHAY, dh 4, 
TAMAS, EN 

aman 

(Pesta Pelayanan Publik,     

  

  

   



  

  

    

Nomor 

Sifat 
Lampiran 

Hal 

Tembusan Yth: 

1. Bapak Bupati Wonogiri, 
2. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri: 
3. Kepala DPU Kabupaten Wonogiri, | 
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri 

(5) Kepala Bagian Orginisasi Setda Kabupaten Won 

PEMERINTAH KABUPA 

  

     

  

EN WONOGIRI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Jalan Pemuda | No 5 Wb 
Telepon (0273) 5328180, Fa 

Email : dpmptspwonogiri@gmail.com, Website : dpmptsp.wonogirikab.go.id 

nogiri 57612 
. (0273) 5328180 ) 

    

  

Wonlogiri, 17 September 2019 

Kepada : 
050/ 604 Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Wonogiri 

Sangat Segera di — 
1 (satu) berkas WONOGIRI 
Laporan Hasil Rakor MPP 

dengan Bapak Bupati 
Wonogiri 

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Bapak Bupati 
Wonogiri pada Hari Selasa, 17 September 2019 Perihal: Progres 
Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonggiri, 

maka DPMPTSP Wonogiri perlu menylisun pointer terkait Pandangan 

Bapak Bupati Wonogiri terkait pembentu 

Adapun pandangan Bapak 
Pembentukan Mal Pelayanan Publik dia 

1. Mal Pelayanan Publik dibentuk mulai 

2. MPP bertempat di Giri Cahaya, 
3. Dalam rangka pembentukan MPP pe 

Rehap Gedung Giri Cahaya melalui A 
4. 

Kompleks Gedung Giri Cahaya: dan 

. Kebijakan daerah terkait Peraturan 

Pelayanan Publik, Keputusan B 

an Mal Pelayanan Publik. 

Bupati Wonogiri 
ntaranya sebagai berikut: 
Tahun 2019, 

tentang 

rlu dialokasikan anggaran untuk 

PBDP Tahun 2019: 
Pengaturan mutasi aset Pemerintah Daerah khususnya aset di 

Bupati Wonogiri tentang Mal 

upati Wonogiri tentang Tim 

Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Keputusan 

Bupati tentang Kualifikasi Front Offig 
dibahas dan diimplementasikan lebih 

Adapun materi Rapat Koordinasi 

e dan Back Office untuk segera 
lanjut. 

tersebut sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon 
petunjuk Bapak Sekretaris Daerah. 

KEPALA DIN 
DAN RELAYAN 

KABUI 

KEK 

5 

D 

AS PENANAMAN MODAL 
AN Z4ERPA 
PAJEN W@NOGIRI,    

    

    

SATU PINTU 
£ 

BAGYO, SH, MH 
bina Utama Muda 

80111 199503 1 002 

. dan 

giri.  



x tp 

  

    

  

  
Penyiapan Sarana 

Prasarana 

, Menyiapkan gedung 

beserta sarana prasarana 

  

. yang dibutuhkan dalam 

“Implementasi Mal 
' Pelayanan Publik 

    

    

Pengatura 
Mekanisme Kerja 

Daerah, Mekanisme 
kerja antar instansi   

  

SDM Pelayanan 

Pengelolaan SDM 
pelayanan dan sistem 
info 

yang 

mm” Pe 

0 Pere 

Pelat 

  
si pelayanan 
rintegrasi 

smian 

  

smian Mal 

yanan Publik 

  

Pengaturan Kebijakan -. . 

  

  

     

    

      

   
         

  

  
  

  

17/09/2019



17/09/2019 

  

Anand Tempe SENANAI 

« oa 

  

      

   
   

    

“jalesikalankapa DARA 

  
Woragr 048 21 1873 Kapaga 
Mita Bangri Segera TA Mertet Pendayagunaan 
Langtan Tekan karam Aomraha Negara Oen PALTmsi 
wa Pembentukan Birokremi Reputit Indonesa 

Pawyanan Lada ane Cu Orout Bidang Pelayanan 
Kabupaten Wonogiri Puth 

Bebegal benha korwenan Penyelenggaraan Retornaw Birokiasi dan   "buk mewukutikan penyerenggaraan pelarenen pubih yang berkuaitan maka 
Pemenntah Oserah Kebumen Woro Prov Jawa Tengah bernada 

    

      

  

  

  

aa 

  

PEMERINTAN KABUPATEN WONOGIRI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

dalan Pemuda No 6 Wonogid ETIL 
Telepon (0273) BIO, Fax. (OITA) BIAN 

    
  

Emati: 4 Mebut : Gpmpisp.wonog iad Do.k | 

Te ——— — 
“ Yerogi Ti Seplonbar 2019 

Nomer 1 WY na — 
St Seger Werogit 
Lampra .— Mp) tend 2 S0 Kepala Bagan Huturn 
Ba Teri Daaft Purbup dan IK: d- 

Oupan tertat MPP 1 wowoGan 
  

  
  

Bp pln DA Wa bi 
sebapaimara Suri Bupati Wonogit amar, 045 244573. Tanggal 21 
1019 Hat Pembentukan Wal Pelayanan Pitt (UFP) Kabupaten 
tan beriaston Sura Dep Pelayaran Putik 

Pendapgunan Kartu Negara dn Ketam Bro 

Pe Kebijakan Dea 
Mekanisme 'kerja:: antar instansi      

  

MAI 

DENGAN RAH 

8   
KIPATI WONOGIRI 
YINSI JAWA TENGAH 

RAN BUPATI WONOGIR 
R TAKUN 2019 

TENTANG 

PELAYANAN PUBUK 

D4AT TUHAN YANG MAHA ESA 

IIPATI WONOGIRI,   
  

  

  

BUPATI WONOGIRI 
yo PROVINSI JAWA TENGAH 

Ioonesia Nomor DI A47 PPOB 2019 Tangga 17 Apsias D10. Se ai 

Dasurgan Pembertuun Mal Petryaran Puntik Kabupaten Wonogiri. maka KEPUTUSAN BUPATI WONOGIK 
Daus kah mehcsaru Oma KIPUTUSAN BUPAN WOKOGIRI NOMOR TAHUN 2019 

org NA MEN WOVOR TAHUN 2019 
TENTANG 

: TOTAKG XUALIFIKASI FRONT OFFICE DAK BACK OFFICE 

TIM PERCEPATAK PEMBENTUKAN MAL PELAYIYAK PUBLIK MAL PELAYANAN PUBUK         
   



BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIR 
NOMOR TAHUN 2019 

TENTANG 

MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WOKOGIRI, 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR TAHUN 2019 

TENTANG 

TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBUX 

Ia) Dengan Peraturan ini 
| berlokasi di Kompisks 
Tan Sab p anna Omg ente 
R| Untuk p b 

Tim Percepatan Pembentukan 

dimnkrud 8) Tim sebagaimana 
Keputusan Bupati. 

U) lostani/OPD pengguna MPP 

(2) Kepain Insinnsi/ OPD 

BABI 

MPP Kabupaten 
erpadu, Bulusulur, Kecamatan 

di K Wonogiri parlu 
Tim Teknis. 

ayat (2) diarur labih lanjut 

dalam Keputusan Bupati. 

melaksanakan MoU dengan Bupati. 

  
GB) 1 i/OPD 

R 

a. ntan kualitas Pelayanan Pubi: 
bd. penyelenggaran Pemerintah 

dangan ditetapkannya 
mewujudkan kualifikasi 

Beraih dan 
&. penyelenggaran 

untuk peningkatan Sistem 
@. pengembangan sistem 

u @. penyusunan capaian 

(S1 Road Map Reftormnal re 
ditetapkan dalam Keputusan 

ajiban 

dimaksud pada ayat (J) 

Road 

Publik melalui Kualifikasi 

bersih dari korupsi dan 
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